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ABSTRAK
Selvi Rahavu Putri, 05191025, Jurusan sosiclogh, Fakultas lmu Sosial dan Hmu
Politik Universitas Andalas Padang, Judul Skripsi : Resistensi Pedagang Kaki
Lima Terhadap Fenertiban Satpol PP (Studi : Pedapang Koki Lima Di Pasar
Raya Barat Padang). Pembimbing 1 Prof. DR. Damsar, MA dan Pembimbing [1
Drs. Wahvu Pramono, M_Si.

Pedagang Kaki lima merupakan salah satu bentuk dari berbagai jenis pekerjaan di
seklor informal yang paling dominan dan menonjol aktivitasnya, termasuk di Kota
Padang. Namun, keberadaan pedagang kaki lima tersebut justru menimbulkan
berbagai persoalan karena mereka memanfaatkan fasilitas urmum untuk berdagang,
schingga mengganggy ketertiban, ketentraman, kebersiban dan keindahan kota. Salah
satu kebijakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan
melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima. Namun, kebijakan tersebut justr
ditentang oleh pedayang schingga setiap kali ditertibkan selalu ada resistensi dari para
pedagang. (Meh sebab itu, yang menjadi permasalahan dalam penclitian ini adalah
bagaimana resistensi pedagang kaki lima dalam menghadapi penertiban Satpol PP
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bentuk-bentok resistensi
pedagang kaki lima, mendeskripsikan penvebab pedapang kaki lima melakukan
resistensi, dan mendeskripsikan pemecaban masalah dari resistensi pedagang kaki
lima terhadap penertiban Satpol PP,

Penelilian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptil. Informan
dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling dan dalam pengumpulan
data digunakan teknik observasi serta wawancara mendalam (fidak berstruktur), Teon
vang digunakan adalah Teord Konflik Randal]l Collins.

Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa bentuk resistensi secars umum
dapat dibedakan atas dua yaitu resistensi kuat dan resistensi lemaly. Resistensi kuat
seperti menggunakan kekerasan, mengintimidasi petugas denpan senjata tajam, dan
melakukan demonstrasi. Sedangkan resistensi lemah seperti main kucing-kucingan
dengan petugas dan menebus barang dagangan yang telah disita serta mencari tempat
vang sedikit tersembunyi uniuk berjualan kembali. Resistensi vang kuat terjadi
karena Pekeguan sebapai pedagang merupakan pekerjaan utama bagi mereka,
penertiban yang dilakukan olch petugas Satpol PP diikuti dengan penyitaan terhadap
peralatan berdagang serta barang dagangannya, dan apabila petugas Satpol PP
melakukan penertiban dengan menggunakan kekerasan dan main paksa terhadap
pecdagang. Solusi terbaik untuk memecahkan masalah resistensi pedagang kaki lima
terhadap penertiban Satpal PP ini adalah adanva kehersamaan antars pemerintah dan
pedagang untuk membuat konsep yang jelas dan terarah tentang pencrtiban. Proses
penertiban yang dilakukan seharusnya ditkuti dengan proses pembinaan lerhadap
pedagang serla penyediasn lahan yang sesuai untuk mereka dalam ran eka melakukan
aktivitas ckonominya. Artinya, apapun kebijakan yang diambil oleh pemerintah hams
benar-benar adil dan tidak menyebabkan kerupian pada salah salu pihak.



BAB 1

PENDAHULUAN

. 1 Latar Belakang

Pedagang kaki lima merupakan safah satn bentuk dar berbagai jenis pekerjaan
di sekior informal yang paling dominan dan menonjol aktivitasnys, Bagi kalangan
kelas bawah dan menengah, keberadaan pedagang kaki lima ini sangat dibutuhkan.
Hubungan saling membutuhkan inilah vang semakin  menvuburkan  keberadaan
pedagang kaki lima di Kota Padang. Mengabaikan keberadaan pedagang kaki lima
justru akan mempersulit pemerintah dalam memecahkan persoalan-persoalan ekonomi
yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Keberadaannya yang menjadi harapan
masyarakat kelas bawah dan menengah sebagai lahan mencari nafkah, merupakan
antangan bagl pemerintah untuk menjadikan sektor ini sebapai bagian dari sistem
perekonomman nasional (Machdaliza, 20035:3).

Persoalan kehadiran pedagang kaki lima telah menimbulkan suaty dilema yang
dihadapi oleh pemerintah, yailu ; disatu sisi pedapang kaki lima telah menciptakan
lapangan kerja baru dan menumbuhkan prestasi dalam kegiatan perdagangan yang
perlu dipupuk dan dibina. Namun disisi lain, kita selalu dihadapken kepada
permasalahan klasik, yaite kelidakteraturan dan lingkungan vang kotor, Jika dilihat
dari scgi estetika lingkungan, maka keberadasn pedagang kaki lima menimbulkan
kesan kumuh dan semrawut. Kesemrawulan itu terjadi karena tenda maupun alat
peraga yang digunakan untuk berjualan mayoritas ditinggal ditempat jualan. Tempat

mereka herdagang di pinggiran jalan dengan memanfaatkan babu jalan atau trotoar,



pasar dan lenminal telah mengpangpo ketertiban, kebersthan dan keindahan kota,
Selain im, keberadsan pedagang kaki lima juga menvebabkan tedadinya kemacetan
lalu lintas sebagai akibat ketidak disiplinan para pedagang kaki lima dalam mengpelar
dagangannya.

Kehadiran para pedagang kaki lima di pusat-pusal keramaian, seperti pasar dan
terminal semakin sulit dibendung, karena bagaimanapun mereka harus tetap berdagang
uniuk mendapatkan vang puna memenuhi kebutuhan hidup mereka, Meskipun telah
ada usaha pemerntah secara langsung maupun tidak langsung seperti Jokalisasi,
penentuan tempat dan wakio vsaba, pembangunan kios pasar, dan mencepah mercka
berjualan di tempat umuom.

OHeh sebab itu, dalam rangka mencipiakan suasana vang aman dan tertib di
tengah-tengah masyarakat, maka Pemerintah Kota Padang juga telah mengeluarkan
produk hukum daerah sebagai dasar atau pegangan dalam menata kehidupan yang
harmonis, serta sebagal pepangan dalam mengatasi sekalipus memberikan sanksi atas
pelanggaran yang secara langsung atau tidak telah menggangeu ketertiban umum.

Perda MNo.11/2005 merupakan salah satn benluk aturan perundangan yang
terdapat di kota Padang wang mengatur tentang ketertiban umum dan ketentraman
masyarakal (Tibum Ramas). Perda No.11/2005 ini jupa merepakan andasan hukum
bagi Batpel PP Kota Padang untuk melakukan penyidikan pelanpgaran Peraturan
Dacrah {Perda) ini termasuk penertiban pedagang kaki lima yang terdapat dalam pasal
% pyat 1. Pasal tersebut melarang pedagang kaki lima membuka usaha dan berjualan di
fuar tempal khusus yang diperuntukkan untuk ito. MNamun tempat khusus hagi

pedagang kakl lima tidak dinyatakan secara jelas oleh pemerintah, schingoa tidak

[ &%



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara serta analisis data yang penelit

lakukan, maka di dapet kesimpulan sebagm bernikut

1.

Bentuk resistensi secara umum dapat dibedakan atas dua yabtu resistensi kuat dan
resistensi lemah. Resistensi kuat seperti menggunakan kekerasan, mengintimidasi
petugas dengan senjata lajam, dan melakukan demonstrasi. Sedangkan resistensi
lemah seperti main kucing-kucingan dengan petugas dan menebus barang
dapangan vang telah disita serta mencari tempat yang sedikit tersembunyi untuk
berjualan kembali. Melalui berbagai macarn resistensi yang dilakukan, maka para
pedagang berharap Pemerintah Kota man melihat kepentingan mercka sebagai
pelaku ckonomi yang berusaha mempertahankan hidup ditengah perkembangan

dan kemajuan kota.

Resistensi vang dilakukan oleh pedagang kaki lima terhadap segala tckanan yang
mercka terima dari Pemerintah Kota memiliki satu tujuan wtama, yaitu ontuk
mempertahankan cksistensi mereka. Para pedagang tidak hanya berusaha lepas
dari tekanan namun jugs berharap untuk dapat meningkatkan taraf hidup mercka.
Resistensi vang kuatl terjadi karena Pekerjaan sebapai pedagang merupakan
pekerjaan utama bagi mereka, Apabila penertiban yang dilakukan oleh petugas

Satpol PP di ikuti dengan penyitaan terhadap peralatan berdagang serta barang

86



-

DAFTAR PUSTAKA

Afrizal, 2005, Pengantar Melode Peneliian Kualitatif. Padang @ Laboratosium
sosiologi FISTP Universitas Andalas,

Alisjahbana. 2005, S Gelap Perkembangar Rore Yopvakaria ;0 LaksBang
PRISSSinde.

Damsar. 2002, Sesinlogl Ekonemi (edist revisi). Jakarta : Raja Grafindo Persada,

Firdausy, Mulya Carunia. 1995, Pengembangan Sektar Informal PRKL Di Perkotaan,
Jukarta ; Dewan Riset Nasional dan Bappenas,

Hidayat, 1988, Peranan dan Profil serta Prospek Perdagangan Eoeran (Formal dan
Informal) dalam pembangunan, JTakarta : Prisma LP3ES Ne. 5.

Moleong, I, Lexi, 1989, Metode Penelition Kuafitatf, Bandung ; PT. Rosda Karva

Manning, Chris dan T.M. Effendi. 1983, Urbanisasi, Penpangpuran, dan Sektor
Infarmal di Kera. Jakarta : PT. Gramedia.

Miall, Hugh, 2002, Reyolusi Damat Konflik Kentenporer, Jakarta (Rajawali Pers.

Mustala, Ali Achsan. 2008, Transformasi Sovial Masyarakat Marginagl. Malang -
INSPIRE:,

Mustafa Al Achsan. 2008, Model Transformasi Sosial Sektor Informeal. Malang :
INSPIRE.

Pemkol, 2005, Pronl Dacrah Kota Padang tshun 2005-2007. Padang @ Badan Peencana
Pembangunan Dagrah (BAPPLEDA),

Poloma, Margaret M. 2004, Sosiologi Kowntemporer, Takarta ; PT. Raja Grafindo

Persada.



